PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 72 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang : a.

Mengingat

B

KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal & Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten;

. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 160 Ayat 4 Peraturan Menter|

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Angka
Romawi V pada angka 8 dan Permohonan Sekretariat Daerah dan Dinas
Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Telematika tentang Pergeseran
Anggaran antar rincian objek belanja perlu merubah Peraturan Bupati Aceh
Besar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBK Tahun
Anggaran 2012 sebagai dasar pelaksanaan Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomer 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4440);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4028);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomoar 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lermnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5104);

Peraturan Pemerintah MNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana
Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten,dan Kota Tahun 2012;

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomaor
2581/MENKES/PER/XII/2012 tanggal 30 Desember 2011 tentang Petunjuk
Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh;

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;
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38. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2008 Nomor 02, Tambhan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Nomor 02);

39. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Aceh Besar Nomor 04 Tahun 2008);

40. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

41. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

ACEH BESAR NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumiah
Rp. 764.247.260.950,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 831.105.250.795,00 dengan
rincian sebagal berikut:

1.

Pendapatan
a. Semula Rp. 741.791.260.950,00
b. Bertarnbah/{berkurang) Rp. 60.157.063.417.00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.801.948.324.367,00
Belanja
a. Semula Rp. 764.247.260.950,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 66.857.989.845.00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.831.105.250.795.00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.(29.156.926.428,00)
FPembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 24.456.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.700.926.428.00
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 29.156.926.428,00
Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000.00)
Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 0.00

Perubahan

Jumlah Pembiayaan neto setelah Rp. 29.156.926.428,00
perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran R 0,00

p.
setelah perubahan
Pasal 2.... ? *(



Pasal 2

Ringkasan perubahan atas Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Perubahan atas penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam lampiran II Peraturan ini dengan lampiran perubahan yang tercantum secara
tersendiri yang merinci item perubahan pada Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan,
komunikasi, Informasi, dan Telematika.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal &

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 November 2012 M
15 Muharram 1434 H

PATI ACEH BESAR, g)

%
MM
UKHLIS BASYA

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 29 November 2012 M
15 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
}/ KABUPATEN ACEH BESAR,

A
ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR : 91



